PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG
PEMBENTUKAN DISTRIK NAUKENJ‘ERA], PISTRIK ANIMHA, DISTRIK
MAL

IND, PISTRIK TUBANG, DISTRIK N GGUTL, DISTRIK
KAPTEL, DISTRIK TABONJL, DISTRIK W AAN DAN
D

DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,

Menimbang - a. bahwa mengingat keadaan wilayah yang cukup luas, kondis
geografis yang cukup berat dan terbatasnya carana /prasarana

transportasi dan komunikasi sertd meningkatnya berbagai kegiatan,

% - —nmneriancart pelaksanaan fugas-tugas
pelayanan di bidang p(:l‘i'.(.r"ii.'hmhﬁh dan pembangunan serta untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang
perlu membentuk 2 {scmbilan) Distrik baru di Kabupaten

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomot
21 Tahun 2001 tentansd Otonomi Khusus Pagi Provinsi Papud
Pembentukan, Pemeckaran, Penghapusan, dan/atau Peng abungan
Distrik atau Kampung atad yang disebut nama lain, ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupatcnf Kota;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi dan Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran

Negara Nomor 47 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2907);

?

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentans Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papud (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,
~ Tambahan Iembaran Negard Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan ?emndang—undnngan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 335 Tambahan [embaran Negard Nomor 4389);

e+ tmm VTndnng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daeran \ghliodses: ,vegara NOmMOT 125 Tahun 2004 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3347 );




b

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3348 );

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

Menetapkan

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
MEMUTUSKAN @

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK NAUKENJERAL
DISTRIK ANIMHA, DISTRIK MALIND, DISTRIK
TUBANG, DISTRIK NGGUTI, DISTRIK KAPTEL,
DISTRIK TABONJI, DISTRIK WAAN DAN DISTRIK
ILWAYAB.

Pasal 1

(1) Membentuk Distrik Naukenjerai yang meliputi wilayah :
a. Kampung Kuler;
b, Kampung Onggaya;
c. Kampung Tomer;
d. Kampung Tomerau;
e. Kampung Kondo.

(2) Wilayah Distrik Naukenjerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Merauke.

(3) Dengan dibentuknya Distrik Naukenjerai, maka wilayah Distrik
Meizle e Tgan wilayah  Distrik Naukenjerai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Distrik Naukenjerai mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Sota;
b. Sebeian Timur dengan Negara Papua New Guinea;
c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Merauke.

(5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan daiam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pusat Pemerintahan Distrik Naukenjerai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Onggaya.



=
Pasal 2

(1) Membentuk Distrik Animha yang meliputi wilayah :
a. Kampung Koa;
b. Kampung Baad;
c. Kampung wayad;
d. Kampung Senegi;
e. Kampung Kaisah.

(2) Wilayah Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik dan Distrik
Muting.

(3) Dengan dibentuknya Distrik Animha, maka wilayah Distrik Kurik
dan Distrik Muting dikurangi dengan wilayah Distrik Animha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Distrik Animha mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Muting;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Jagebob;
c. Sebelah Selatan dengan Distrik Kurik;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Kaptel.

(5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat 4)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pusat Pemerintahan Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkodouuiun Ji saspang Wayau.
’

Pasal 3

(1) Membentuk Distrik Malind yang meliputi wilayah :
a. Kampung Kumbe;
b. Kampung Kaiburse;
c. Kampung Onggari;
d. Kampung Domande;
¢. Kampung Rawasari;
f. Kampung Suka Maju;
g. kampung Padang Raharja.

(2) Wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik.

(3) Dengan dibentuknya Distrik Malind, maka wilayah Distrik Kunk
dikurangi dengan wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(4) Distrik Malind mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Kurik;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Semangga;
¢. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Okaba.

(5) Batas...../4



" -
Pasal 2

(1) Membentuk Distrik Animha vang meliputi wilayah :
a. Kampung Koa;
b. Kampung Baad;
c. Kampung wayad;
d. Kampung Senegi;
e. Kampung Kaisah.

(2) Wilayah Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik dan Distrik
Muting.

(3) Dengan dibentuknya Distrik Animha, maka wilayah Distrik Kurik
dan Distrik Muting dikurangi dengan wilayah Distrik Animha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Distrik Animha mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Muting;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Jagebob;
c. Sebelah Selatan dengan Distrik Kurik;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Kaptel.

(5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat 4
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pusat Pemerintahan Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berhodeuuian di sspang Wayau.
I

Pasal 3

(1) Membentuk Distrik Malind yang meliputi wilayah :
a. Kampung Kumbe;
b. Kampung Kaiburse;
c. Kampung Onggari,
d. Kampung Domande;
¢. Kampung Rawasari;
f. Kampung Suka Maju;
g. kampung Padang Raharja.

(2) Wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat ),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik.

(3) Dengan dibentuknya Distrik Malind, maka wilayah Distrik Kurik
dikurangi dengan wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(4) Distrik Malind mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Kurik;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Semangga.
¢. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Okaba.

(5) Batas...../4



W
Pasal 2

(1) Membentuk Distrik Animha yang meliputi wilayah :
a. Kampung Koa;
b. Kampung Baad;
¢. Kampung wayad;
d. Kampung Senegi;
e. Kampung Kaisah.

(2) Wilayah Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik dan Distrik
Muting.

(3) Dengan dibentuknya Distrik Animha, maka wilayah Distrik Kurik
dan Distrik Muting dikurangi dengan wilayah Distrik Animha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Distrik Animha mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Muting;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Jagebob;
c. Sebelah Selatan dengan Distrik Kurik;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Kaptel.

(5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pusat Pemerintahan Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beracdeuuian di adapang Wayau.

Pasal 3

(1) Membentuk Distrik Malind yang meliputi wilayah :
a. Kampung Kurnbe;
b. Kampung Kaiburse;
¢. Kampung Onggari;
d. Kampung Domande;
e. Kampung Rawasari;
f. Kampung Suka Maju;
g. kampung Padang Raharja.

(2) Wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik.

(3) Dengan dibentuknya Distrik Malind, maka wilayah Distrik Kurik
dikurangi dengan wilaysh Distrik Malind sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(4) Distrik Malind mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Kurik;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Semangga:
c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Okaba.

(5) Batas...../4



(5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pusat Pemerintahan Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Kampung Kumbe.

Pasal 4

(1) Membentuk Distrik Tubang yang meliputi wilayah :
a. Kampung Wamal;
b. Kampung Dokib;
¢. Kampung Yowied;
d. Kampung Doda]:m
e. Ka !‘ {4 £g o o
f. Kampung Wclbut:

(2) Wilayah Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.

(3) Distrik Tubang mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Ngguti;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Okaba;
c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Kimaam;

(4 Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat Pemcrintahan Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di Kampung Yowied.

Pazal §

(1) Membentuk Distrik Ngguti yang meliputi wilayah :
a. Kampung Salam Epe;
b. Kampung Nakias;
c. Kampung Taga Epe;
d. Kampung Yawimu;
e. Kampung Po Epe.

(2) Wilayah Distrik Ngguti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.

(3) Distrik Ngguti mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Kaptel;
c¢. Sebelah Selatan dengan Distrik Okaba;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Ilwayab;

(4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat...../S



(5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pusat Pemerintahan Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Kampung Kumbe.

Pasal 4

(1) Membentuk Distrik Tubang yang meliputi wilayah :
a. Kampung Wamal;
b. Kampung Dokib;
¢. Kampung Yowied;
d. Kampung Doda]:m
e. Katapuag 7
£ Ka.mpung Wclbut:

(2) Wilayah Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.

(3) Distrik Tubang mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Ngguti;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Okaba;
c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Kimaam;

(4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat Pemcrintahan Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di Kampung Yowied.

Paczal §

(1) Membentuk Distrik Ngguti yang meliputi wilayah :
a. Kampung Salam Epe;
b. Kampung Nakias;
c. Kampung Taga Epe;
d. Kampung Yawimu;
e. Kampung Po Epe.

(2) Wilayah Distrik Ngguti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.

(3) Distrik Ngguti mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Kaptel;
c. Sebelah Selatan dengan Distrik Okaba;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Ilwayab;

(4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat...../5



sl

(5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat 4)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pusat Pemerintahan Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Kampung Kumbe.

Pasal 4

(1) Membentuk Distrik Tubang yang meliputi wilayah :
a. Kampung Wamal;
b. Kampung Dokib;
¢. Kampung Yowied;
d. Kampung Dodalim;
e. Kamapuug "7 o854
f. Kampung Welbuti.

(2) Wilayah Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.

(3) Distrik Tubang mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Ngguti;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Okaba;
c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Kimaam;

(4) Batas wilayah Distrik scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat Pemecrintahan Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di Kampung Yowied.

Paczal 5

(1) Membentuk Distrik Ngguti yang meliputi wilayah :
a. Kampung Salam Epe;
b. Kampung Nakias;
c. Kampung Taga Epe;
d. Kampung Yawimu;
e. Kampung Po Epe.

(2) Wilayah Distrik Ngguti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.

(3) Distrik Ngguti mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Kaptel;
¢. Sebelah Selatan dengan Distrik Okaba;
d. Sebelah Barat dengan Distrik Ilwayab;

(4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat...../5
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(5) Pusat Pemerintahan Distrik Ngguti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Kampung Po Epe.

Pasal 6

(1) Membentuk Distrik Kaptel yang meliputi wilayah :
a. Kampung Kaptel;
b. Kampung Kaniskobat;
c¢. Kampung Thalik;
d. Kampung Kwemsid (Bu Epe).

(2) Wilayah Distrik Kaptel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula
merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.

(3) Distrik Kaptel mempunyai batas wilayah
a. Sebelah Utara dengan Distrik Muting;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Animbha;
c. Sebelah Selatan dengan Distrik Malind;.
d. Sebelah Barat dengan Distrik Okaba;

(4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat Pemerintahan Distrik Kaptel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Kampung Kaptel.

Pasal 7

Dengan Gittue .« - Thmrie W o Tueeik Nggutl dan Distrik Kaptel,
maka wilayah Distrik Okaba dikurangi dengan wilayah Distrik Tubang,
Distrik Ngguti dan Distrik Kaptel scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1.

Pasal 8

(1) Membentuk Distrik Tabonji yang meliputi wilayah :
a. Kampung Tabonji;
b. Kampung Yamuka;
¢. Kampung Iromoro;
d. Kampung Konj ombando;
e. Kampung Yeraha;
f Kampung Wanggambi;
g. Kampung Suam;
h. Kampung Bamol §;
i. Kampung Bamol 11.

(2) Wilaysh Distrik Tabonji sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kimaam.

(3)Distrik Tabonji mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Tiwayab;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Kimaam;
c. Sebelah Selatan dengan Distrik Waan;
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Mappi.

(4) Batas....../6




o Bim

(4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat 3)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat Pemerintahan Distrik Tabonji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di Kampung Tabonji.

Pasal 9

(1) Membentuk Distrik Waan yang meliputi wilayah :
a. Kampung Waan;
b. Kampung Konorau;
c. Kampung Tor;
d. Kampung Kladar;
e. Kampung Sabon;
f. Kampung Sibenda;
g. Kampung Kawe:
h. Kampung w tuu;

(2) Wilayah Distrik Waan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), semula
merupakan bagian dari wilayah Distrik Kimaam.

(3) Distrik Waan mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Tabonji;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Kimaam;
c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
d. Sebelah Barat dengan Laut Arafuru.

(4) Batas wilayah Distrik scbagaimana dimaksud pada ayat (3}
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat Pemerintahan Distrik Waan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Kampung Waan.

Pasal 10

(1) Membentuk Distrik Ilwayab yang meliputi wilayah :
a. Kampung Wanam;
b. Kampung Wogikel;
c. Kampung Bibikem;
d. Kampung Padua;

'(2) Wilayah Distrik Ilwayab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semuld e wpoias 00 S0 rijayah Distrik Kimaam.

(3) Distrik [lwayab mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi:
b. Sebelah Timur dengan Distrik Tubang;
c. Sebelah Selatan dengan Distrik Kimaam;
d. Sebelah Barat dengan Laut Arafuru.

(4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturun Dacrah inti.

{(S) Pusat....../7
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(4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat 3)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat Pemerintahan Distrik Tabonji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di Kampung Tabonji.

Pasal 9

(1) Membentuk Distrik Waan yang meliputi wilayah :
a. Kampung Waan;
b. Kampung Konorau;
c. Kampung Tor;
d. Kampung Kladar;
e. Kampung Sabon;
f. Kampung Sibenda;
g. Kampung Kawe:
h. Kampung w cusu;

(2) Wilayah Distrik Waan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), semula
merupakan bagian dari wilayah Distrik Kimaam.

(3) Distrik Waan mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Distrik Tabonji;
b. Sebelah Timur dengan Distrik Kimaam;
c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
d. Sebelah Barat dengan Laut Arafuru.

(4) Batas wilayah Distrik scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat Pemerintahan Distrik Waan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Kampung Waan.

Pasal 10

(1) Membentuk Distrik Ilwayab yang meliputi wilayah :
a. Kampung Wanam;
b. Kampung Wogikel;
c. Kampung Bibikem;
d. Kampung Padua;

'(2) Wilayah Distrik Ilwayab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
SeMuld idinewpiines o0 &7 viiayah Distrik Kimaam.

(3) Distrik [lwayab mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi:
b. Sebelah Timur dengan Distrik Tubang;
¢. Sebelah Selatan dengan Distrik Kimaam;
d. Sebelah Barat dengan Laut Arafuru.

(4) Batas wilaynh Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

{S) Pusat....../7
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(5) Pusat Pemerintahan Distrik Ilwayab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di Kampung Wanam.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Distrik Tabonji, Distrik Waan dan Distrik Ilwayab,
maka wilayah Distrik Kimaam dikurangi dengan wilayah Distrik
Tabonji, Distrix Waan dan Distrik Ilwayab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati,

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sectiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 1 Juli 2006

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 1 Juli 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
UMAR ARY KARIM, S.Sos, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2006 NOMOR 2

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM

CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TK. 1
NIP. 640 012 4%




LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR ! 2 TAHUN 2006
TANGGAL 5 1 JULI 2006
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